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PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 50 TAHUN 2017

B TENTANG - -

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA AMBON

BIDANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Menimbang

Mengingat

DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

bahwa beberapa Peraturan Walikota Ambon bidang
organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

. dan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, perlu

dilakukan  pencabutan karena bertentangan dengan

" Peraturan Perundang-Undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Ambon tentang Pencabutan Peraturan Walikota Ambon
tentang Pencabutan Peraturan Walikota Ambon Bidang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

-dan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota Ambon; ‘

.~ Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

- Tingkat 1 Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I

Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomeor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1645);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik-fndonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana

~ telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




¢

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak
Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
- Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Asgbon (Lembaran Negara Republik Indgnesia Tahun 1979
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3137); -
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lebaran Negara

_ Republik Indonesia Nomor 5887); - '

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang’
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); '

8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon
Nomor 321);

9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang

' Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon. dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon
(Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 37);

10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita

. Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA AMBON BIDANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
" PEMERINTAH KOTA AMBON

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, 4 (empat) Peraturan Walikota Ambon
Bidang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagai berikut:

a.

Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Ambon (Berita Daerah
Kota Ambon Tahun 2009 Nomeor 37 Seri D Nomor 36);

Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon
Tahun 2009 Nomor 38 Seri D Nomor 37);

Peraturan Walikota Ambon Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Tata Kota
Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 41 Seri D
Nomor 40);



d. Peraturan Walikota Ambon Nomo 18 Tahun 2013 tentang Unit Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon
Nomor 18).

t

Pasal 2
Terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai yang bertugas di lingkup Unit
Pelaksana Teknis Daerah sgat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional UPTD
tersebut tetap d11aksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017.
. Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

AN %/ -
%RI@H&;B LOUHENAPESS?
Diundangkan di Ambon

pada tanggal 28 Desember 2017
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